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ABSTRAK

Penjara bukanlah tempat yang paling tepat dalam memulihkan prilaku
negatif, terutama anak. Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk
tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus
memulihkan prilaku negatif anak menjadi prilaku yang positif dimasa mendatang.
bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum,
bagaimana penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang
melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh, bagaimana
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja
ternadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa
bersetubuh.Penelitian menggunakan metode telaah pustaka (library research)
untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan
Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp. Jenis data penelitian ini adalah data
sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan
dianalisis secara kualitatif.Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan
tindak pidana harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Sanksi yang
dijatuhkan terhadap anak tidak merugikan dan membahayakan anak serta masa
depannya. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana
tetap terjamin kehidupannya dan tetap dapat melanjutkan kehidupannya untuk
menjadi lebih baik lagi. Penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap
anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh adalah
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja
selama 2 (dua) bulan.Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang
melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh adalah anak mampu
untuk bekerja sehingga anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan
atau keahlian tertentu dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-
tengah masyarakat, maka keahlian yang dia peroleh dapat menjadi bekal untuk
memperoleh pekerjaan yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

Kata Kunci : Pidana Penjara, Pelatihan Kerja, Anak.
ABSTRACT

Prison is not the most appropriate place to restore negative behavior,
especially children. Job training can be carried out as a form of responsibility for
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the child's actions as well as restoring the negative behavior of the child into
positive behavior in the future. The formulation of the problem in this is how to
regulate the law against children in conflict with the law, how to apply prison
sentences and job training to children who commit violent crimes forcing
intercourse, how judges consider in imposing imprisonment and job training for
children who commit violent crimes. forced intercourse. The writing of this uses
the library research method to examine secondary data by analyzing the case
decision Number 78/Pid.Sus-anak/2019/PN Lbp. This type of research data is
secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled
systematically and analyzed qualitatively. The imposition of sanctions on children
who commit crimes must be able to provide protection for children. Sanctions
imposed on children do not harm and endanger children and their future.
Sanctions imposed on children who commit criminal acts are guaranteed to live
their lives and can continue their lives to be better. Imprisonment and job training
for children who commit violent crimes forcing sexual intercourse are
imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months and job training for 2 (two)
months. The conclusion from the discussion is that the judge's consideration in
imposing imprisonment and job training on children who commit violent crimes
forcing intercourse is that the child is able to work so that the child needs to be
equipped with certain knowledge or skills or expertise in the hope that when the
child returns to the midst of society, the expertise What he gets can be a provision
to get a lawful job to carry on his life.

Keywords: Prison, Job Training, Children.

Latar Belakang

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana
menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana
yang baik, dalam hal ini hakim harus mampu memilih jenis pidana yang tepat
dijatuhkan kepada pelaku. Peran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan
yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak
negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan
sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh
terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa perkembangan atau
pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Umumnya anak
mengalami krisis identitas pada tahap kehidupannya. Krisis identitas anak
tergantung pada lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau
pribadinya bila lingkungan yang menentukan akan memungkinkan dia menjadi
seorang yang matang pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong
ke hal-hal yang negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan
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tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala
ciri dan sifatnya yang khas tersebut.

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya harapan anak
dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian sering terjebak dalam
pergaulan yang melanggar hukum, seperti minum-minuman keras, narkotika dan
tindak pidana serta perbuatan kriminal lainnya. Sikap dan perilaku anak yang
melanggar ketertiban, melanggar hukum disertai tindak kriminal, selalu berakhir
berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak kurang memahami bahwa hukum
ada dalam kehidupan masyarakat, dan dijunjung tinggi sebagai bagian kehidupan
dalam masyarakat. Umumnya anak kurang memahami bahwa tujuan pokok
diadakan hukum, termasuk hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau
warga negara Indonesia dari kemungkinan tindak kejahatan.

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap
anak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah dengan adanya
perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya dibidang elektronik seperti
televisi, VCD, komputer dan internet mempunyai pengaruh yang besar terhadap
terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kalangan masyarakat
mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini disebabkan karena semakin
banyaknya menonton film-film yang menampilkan adegan pornografi sehingga
menyebabkan timbulnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Tindak pidana kekerasan dalam persetubuhan yang dilakukan oleh anak
merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak dengan
berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana dengan motif berbeda
dengan pelaku tindak pidana dewasa, perilaku anak tersebut di pengaruhi oleh
emosi yang labil dalam perkembangan jiwa dan jasmani. Anak sebagai terpidana
dijatuhkan pidana bertujuan bukan untuk dihukum tetapi untuk dibina dalam
lembaga pemasyarakatan, tetapi anak dalam penjatuhan pidana perlu mendapatkan
penanganan khusus saat menjalani dalam masa pidananya.

Menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya
seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan
pengembangan perilaku anak tersebut. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas,
maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap pelaku kejahatan di
bawah umur diupayakan agar anak yang dimaksud jangan sampai dipisahkan dari
orang tuanya, seperti yang dikatakan Soeaidy Sholeh :

Peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap anak,
baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana atau narapidana,
sebab perlindungan terhadap anak ini merupakan tonggak utama dalam peradilan
pidana anak dalam negara hukum karena penjara bukan untuk anak, sebab yang
dibutuhkan anak adalah pendidikan, yang dibutuhkan anak adalah bantuan, dan
yang dibutuhkan anak adalah bimbingan.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana terhadap anak dengan orang
dewasa dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat
menyongsong masa depan yang masih panjang dengan baik. Perbedaan itu
dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui
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pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri,

bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur pada kasus persetubuhan
anak mendapat perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan
memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu
dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan
yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang
bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Penjara bukanlah tempat yang paling tepat dalam memulihkan prilaku
negatif, terutama anak. Pelatihan kerja dapat dilakukan sebagai bentuk
tanggungjawab anak terhadap perbuatan yang dilakukannya sekaligus
memulihkan prilaku negatif anak menjadi prilaku yang positif dimasa mendatang.

Tindak pidana kekerasan dalam persetubuhan seperti dalam putusan
Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp yang dilakukan oleh anak ternyata telah
terbukti secara sah dan meyakinkan anak bersalah melakukan tindak pidana
dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak yang bermasalahan akibat
melakukan kekerasan dalam persetubuhan ?

2. Bagaimana penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang
melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan
pelatinan kerja terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan
memaksa bersetubuh ?

A. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian
deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan,
gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran
suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain
dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah
mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam
aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya
dalam praktik.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian
yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan
diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada,
sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam
pembahasannya.
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Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi
dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan
melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan
tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi
kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang
sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang
selaras dengan permasalahan penelitian ini.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian
mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema
dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan
teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian
yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Bermasalah Akibat
Melakukan Kekerasan Dalam Persetubuhan

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak
membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan
masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan
terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak
anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk
perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah
sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses
perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman
dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial
kemasyarakatan.

C. Penerapan Pidana Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang
Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Memaksa Bersetubuh

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang
ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang
mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat
menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik,
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mental dan sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya

serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu

diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak
secara keseluruhan.

Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak
menyebutkan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik
wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan
setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu,
Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog,
psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan
Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak
Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja
Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana
dilaporkan atau diadukan.

Tindakan yang paling tepat dan bijaksana terhadap anak yang melakukan
tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dengan tidak
meninggalkan peraturan perundang-undangan anak, maka diupayakan langkah-
langkah demi terjaminnya hak dan perlindungan anak yang diupayakan dengan
langkah-langkah pemikiran sebagai berikut :

a. Bilamana pengadilan melihat dan meyakini kehidupan di lingkungan keluarga
itu dapat membantu anak agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana (ada
jaminan). Dalam hal ini bijaksana bilamana tidak dijatuhkan hukuman apapun.

b. Bilamana keadaan keluarga si anak tidak memberi jaminan, sementara keadaan
keluarganya tidak memberi contoh yang baik, maka tentu pilihan yang tepat
ialah menjadikan ia anak negara atau jika terdapat pihak ketiga yang merasa
berkewajiban secara moral untuk mengakomodasikannya dan bersedia menjadi
orang tua asuh, dengan dasar pemikiran bahwa kebutuhan anak yang paling
dominan disini adalah kasih sayang keluarga, kasih sayang orang tua, yang
tidak pernah diperolehnya sejak ia lahir ditinggal ibunya kemudian diasuh oleh
keluarganya yang tidak memperlihatkan contoh kehidupan yang baik.

Menjatuhkan hukuman terhadap anak haruslah sangat berhati-hati, jika
tidak ada pilihan lain seperti anak sudah berkali-kali melakukan perbuatan pidana
dan sifat kejahatannya meningkat. Kemudian hal itu harus didukung pula oleh
hukum positif yang memiliki sanksi atas pelanggarannya. Didasarkan kepada
kesadaran akan masalah anak yang merupakan salah satu masalah pokok yang
perlu diperhatikan dan dipikirkan pemecahannya.

Khusus dalam rangka perlindungan dan perlakuan terhadap anak dalam
bidang peradilan, maka Hakim dalam memutuskan perkara anak perlu
memfokuskan titik perhatiannya pada 2 (dua) hal, yaitu :

a. Masa depan pelanggar hukum yang berusia muda atau belum dewasa.

b. Akibat-akibat sosiologis dan psikologis akibat diterapkannya suatu jenis

hukuman.

Macam-macam larangan dari tindak pidana yang diatur dalam UU PA
adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang memperlakukan anak secara diskriminarif yang mengakibatkan
anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat
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fungsi sosialnya atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara
diskriminatif dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
(Pasal 76A dan Pasal 77 UU PA).

b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang
masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan
oleh Kketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 77 A UU PA).

c. Setiap orang yang melanggar yaitu menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 76 B Pasal
77 B UU PA).

d. Setiap orang yang melanggar yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan
dalam hal anak luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun serta dalam hal anak mati, maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 76C dan Pasal 80 UU
PA)

e. Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun. Ketentuan pidana tersebut berlaku pula bagi setiap orang yang
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Jika dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,
maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana semulanya
(Pasal 76D dan Pasal 81 UU PA).

f. Setiap orang yang melanggar melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau
membujuj anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun. Jika dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh
orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana semulanya (Pasal
76E dan Pasal 82 UU PA).

g. Setiap orang yang melanggar ketentuan yaitu, menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan,
penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 76F dan
Pasal 83 UU PA).

h. Setiap orang yang melanggar ketentuan yaitu, menghalang-halangi anak untuk
menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya
dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses
pembangunan masyarakat dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun (Pasal 76G dan Pasal 86A UU PA)
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I. Setiap orang yang melanggar ketentuan, yaitu merekrut atau memperalat anak
untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa
perlindungan jiwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
(Pasal 76H dan Pasal 87 UU PA)

J. Setiap orang yang melanggar ketentuan yaitu, menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi
secara ekonomi dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) (Pasal 761 dan Pasal 88 UU PA).

k. Setiap orang yang melanggar ketentuan, yaitu dengan sengaja menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan,
serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun (Pasal 76J dan Pasal 89 UU PA).

UU SPPA dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum menggunakan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jenis-jenis dari
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,
diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA.

Pidana dengan syarat merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim
kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalana masa pidana,
memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat
khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang
ditetapkan dalam putusan hakim.

Menurut penjelasan Pasal 73 U UU SPPA menyebutkan pidana dengan
syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan
kepada anak paling lama 2 (dua) tahun, dengan syarat umum dan syarat khusus.
Syarat umumnya adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama
menjalini masa pidana dengan syarat sedangkan syarat khususnya adalah unutuk
melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang diterapkan dalam putusan
hakim. Jangka waktu masa pidana dengan syarat yang dapat dijatuhkan oleh
hakim paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan
syarat, anak diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing
Kemasyarakatan untuk menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama
menjalani masa pidana dengan syarat, anak juga harus mengikuti wajib belajar 9
(sembilan) tahun.

Pidana dengan syarat dapat dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut :

a. Pembinaan di luar lembaga

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa :

1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh
pejabat pembina. Adapun pejabat pembina merupakan petugas yang
mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan
asesmen Pembimbing Kemasyarakatan. Jika selama pembinaan ini anak
melanggar syarat khusus seperti yang telah dijelaskan di atas, maka pejabat
pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang
masa pembinaan yang lamanya tidak melampau maksimum 2 (dua) kali masa
pembinaan yang belum dilaksanakan, seperti yang diatur dalam Pasal 75 ayat
(2) UU SPPA.
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2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.

3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya.

b. Pelayanan masyarakat adalah “pidana yang dimaksudkan untuk mendidik
anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang
positif”.  Misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu
dipanti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan. Menurut
penjelasan Pasal 76 UU SPPA bahwa pidana pelayanan masyarakat,
dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada
kegiatan kemasyarakatan yang positif, yang dapat dijatuhkan paling singkat 7
(tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Anak yang tidak
memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana
pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat Pembina dapat
mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan anak tersebut
mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang
dikenakan terhadapnya.

Cc. Pengawasan adalah “pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni,
pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak
dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang
dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan”. Pengawasan dapat dijatuhkan
kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun,
dimana anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan
dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagimana diatur dalam Pasal
77 ayat (1) UU SPPA.

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana pencurian
dalam putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2013 telah setimpal dengan beratnya dan
sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa
keadilan hukum dan keadilan sosial.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana, dan oleh karena terdakwa pernah ditahan dalam proses perkara a
quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan
yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Terdakwa ditahan dalam proses persidangan ini dan karena pidana yang
dijatuhkan adalah pemidanaan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan
untuk memenuhi kepastian hukum sesuai Pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP,
maka memerintahkan agar terdakwa ditahan :

1. Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, maka
terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan
berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah
dijatuhi pidana.

2. Bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat
bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa
manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena
itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka
nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak di
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kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat
menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal penuh
kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih
berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat
berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah
masyarakat.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, menunjukkan bahwa sikap
Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran
positivis/legalistik. Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila
terumus dalam undang-undang. Atau dengan kata lain, apa yang dinormakan
dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak
pelaku pembunuhan. Dengan pemahaman demikian, memang terhadap anak yang
melakukan kenakalan, undang-undang tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa
bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya
menjadi dikurangi ¥ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang
dewasa.

Penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan
perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama
pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan
stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan
kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit
untuk kembali menjadi anak baik.

Menurut Darwan Prinst menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
pidana adalah “hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”. Andi Hamzah menyatakan
“pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena
melakukansuatu delik”.

Niniek Suparni menyebutkan bahwa pidana adalah “menyerukan untuk
tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan yaitu untuk mempengaruhi
tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik”.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka:

1. Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain
yang tidak menyenangkan.

2. Pidana itu diberikan harus pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran
terhadap peraturan.

3. Pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku
pelanggaran atas perbuatannya.

4. Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang yang
mewakili negara.

Marlina menyebutkan secara tegas dan tereksplisit bahwa pidana juga
harus merupakan pernyataan tercela terhadap diri pelaku yaitu:

1. Pidana itu ditujukan pada pengenaan penderitaan pada orang Yyang
bersangkutan.
2. Pidana merupakan suatu pernyataan tercela terhadap perbuatan si pelaku.
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Pidana penjara disebut juga pidana pembatasan kebebasan diberlakukan
dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai
dengan kekerasan. Penjelasan Pasal 81 UU SPPA bahwa pembatasan kebebasan
yang dijatuhkan terhadap anak paling lama % (satu perdua) dari maksimum
pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Maksimum ancaman
pidana bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap
tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau
Undang-Undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku
terhadap anak.

Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khsusus
Anak (selanjutnya disebut LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan
membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak
paling lama Y2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang
dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara
dilaksanakan di LPKA sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan jika
anak telah menjalani %2 (satu perdua) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan
kepadanya dan berkelakuan baik, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan
pembebasan bersyarat.

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir
(ultimum remedium). Artinya upaya hukum yang terpaksa harus ditempuh jika
ternyata tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih menguntungkan bagi anak
dibawah umur kecuali harus dijatuhi pidana, misalnya perbuatan anak tersebut
sudah sampai pada tingkat kejahatan yang meresahkan keluarga dan masyarakat,
kejahatan itu sudah dilakukan berkali-kali, bahkan sudah sering dipidana, dan
tidak ada lagi orang tua/wali yang sanggup membimbing dan mendidiknya.

Berlakunya UU SPPA, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap
anak yang melakukan tindak pidana sudah ditentukan tersendiri yang berbeda
dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang bersifat khusus
kepada anak. Melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap
anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun
perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam UU SPPA yang
berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih
melindungi dan mengayomi anak. Menurut penjelasan umum UU SPPA bahwa
pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar
melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang
mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa
dan negara.

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun sama dengan
kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang yang diberikan
juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses
perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang
dimiliki oleh dewasa.
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Setelah diterbitkannya UU SPPA telah diatur secara khusus tentang hukum
pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana bagi anak
yang telah melakukan kenakalan. UU SPPA merupakan hukum yang khusus (lex
spesialis) dari hukum yang umum (lex generalis) yang tertuang dalam KUHP dan
KUHAP.

Lahirnya UU SPPA tentu mempunyai latar belakang dan dalam konsideran
diuraikan bahwa latar belakang lahirnya UU SPPA adalah :

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan
perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan
hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan
khusus terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Berdasarkan konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya perangkat
hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak yang secara kebetulan
berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa
terhadap anak yang walaupun secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan
perbuatan melanggar hukum seperti halnya yang dilakukan orang dewasa, tetapi
penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang
dewasa yang melakukan kejahatan

Sistem pertanggungjawaban pidana anak pada dasarnya masih sama
dengan sistem pertanggungjawaban orang dewasa, yaitu berorientasi pada si
pelaku secara pribadi/individual. Mengenai hal ini dapat dikemukakan beberapa
catatan sebagai berikut:

1. Merupakan prinsip umum yang wajar, bahwa pertanggungjawaban pidana
bersifat pribadi yaitu hanya dikenakan kepada orang/si pelaku itu sendiri dan
hanya dikenakan kepada orang yang bersalah;

2. Penerapan  prinsip umum  pemidanaan yang demikian yaitu
pertanggungjawaban individual terhadap terhadap orang dewasa merupakan
hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang
sebagai individu yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab atas
perbuatan yang dilakukannya. Namun penerapan prinsip umum ini kepada
anak masih perlu dikaji karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu
yang mandiri secara penuh. Oleh karena itu penerapan prinsip umum ini
harus dilakukan sangat hati-hati dan selektif;

3. Ada baiknya dikembangkan gagasan untuk untuk mengimbangi sistem
pemidanaan/pertanggungjawaban individual itu dengan sistem
pertanggungjawaban struktural/fungsional. Salah satu kelemahan sistem
pemidanaan individual dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah
sifatnya yang sangat fragmentair yaitu wupaya pencegahan atau
penanggulangan kejahatan dari sudut individu pelaku saja. Sasaran utamanya
lebih ditujukan pada pencegahan individu agar tidak melakukan tindak
pidana. Jadi kurang menekankan pada upaya penanggulangan kejahatan
secara_structural atau fungsional. Strategi demikian patut dipermasalahkan
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dalam menghadapi masalah kejahatan/tindak pidana anak. Masalahnya adalah
apakah cukup kejahatan anak ditanggulangi hanya dengan memidana si anak
padahal masalah anak lebih merupakan masalah struktural. Terlebih karena
sifat kekurangmandirian dan ketergantungan anak, maka anak yang
melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah korban struktural
atau korban lingkungan. Karena itu sepantasnya dikembangkan pemikiran
atau gagasan strategi pertanggungjawaban struktural/fungsional. Artinya
pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan
membina  anak  sebagai  pelaku  kejahatan  tetapi  berfungsi
mempertanggungjawabkan dan mencegah pihak-pihak lain yang secara
struktural atau fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk
terjadinya kejahatan/tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pemidanaan bagi orang yang telah terbukti melakukan kejahatan
mempunyai fungsi untuk mendidik kembali dan memperbaiki kembali sikap dan
prilaku pelaku kejahatan sehingga anak dapat meninggalkan prilaku buruk yang
selama ini telah anak lakukan. Asas bagi kepentingan pelaku kejahatan yang
diusahakan dengan memberikan bimbingan, pendidikan dalam rangka rehabilitasi
dan resosialisasi menjadi landasan penjatuhan hukuman.

Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak
pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga
masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral,
sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dan

Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Kekerasan Memaksa Bersetubuh Berdasarkan Studi Kasus Di
Pengadilan Negeri  Lubuk Pakam Berdasarkan Putusan  Nomor
78/P1D.SUS-ANAK/2019/PN.LBP

Terdakwa dalam kasus tindak pidana persetubuhan atau cabul dalam kasus
ini adalah Andrianta yang masih berumur 15 (lima belas) tahun pada hari Minggu
tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada
waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kecamatan Tanjung
Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang
berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekersan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan
cabul.

Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara awalnya pada hari Minggu
tanggal 10 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban pergi bersama
dengan Wahyu Ibrahim dan mengajak saksi korban berenang ke Kolam Tirta Mas
Tanjung Morawa, lalu setelah di kolam Tirta Mas Tanjung Morawa saksi korban
merasa pusing dan mengajak Wahyu lbrahim untuk kerumah anak di Dusun Il
Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang,
kemudian sekira pukul 11.00 Wib Wahyu Ibrahim mengajak saksi korban untuk
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pulang, dan saksi korban Nur Azizah masih merasakan pusing dan tidak mau
diajak Wahyu Ibrahim pulang.

Wahyu Ibrahim meninggalkan saksi korban dan kemudian anak mengajak
saksi korban masuk ke rumah dan duduk di diruang tamu, kemudian anak
memberikan saksi korban minuman kopi yang telah dicampur anak dengan obat
paremex, lalu setelah meminum kopi saksi korban merasakan semakin pusing dan
anak menyuruh saksi korban untuk tidur, kemudian saksi korban tidak sadarkan
diri lalu sekira pukul 14.30 Wib saksi korban bangun dan saksi korban merasakan
sakit dibagian kemaluan saksi korban dan pakaian anak korban dalam keadaan
terbuka dan celana anak korban sudah berada di lutut, kemudian saksi korban
mengatakan kepada anak “Kau Apakan Aku Bang” dan anak menjawab “Udah
Aku Tanggung Jawab”. Kemudian Wahyu Ibrahim datang dan menjemput saksi
korban dan mengantarkan saksi korban pulang kerumah.

Akibat perbuatan anak menyebabkan anak korban merasa trauma dan
merasakan sakit pada kemaluan anak korban, berdasarkan hasil Visum et
Repertum Nomor : 197.440/RSUD/X1/2019 tanggal 11 November 2019 yang
dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Masjuanda, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit
Umum Deli Serdang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Seorang
perempuan, Bangsa Indonesia, Umur delapan belas tahun, Agama Islam,
Pekerjaan pelajar, Menurut permintaan tersebut nama Anak Korban. Bertempat
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Pemeriksaan : Selaput
dara (Hymen) : robek pada jam 4, 7, dan 9. Kesimpulan : Selaput dara robek.
Bahwa anak korban baru berusia 16 (enam belas) tahun bulan pada saat kejadian,
sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/2009 tanggal 19 Juni 2009
yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Deli Serdang.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Lbp merupakan salah satu bukti perbuatan yang berasal dari
kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
merupakan perbuatan pencabulan anak di bawah umur. Terdakwa yang bernama
Andrianta yang pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan yang
menjadi korban adalah anak yang pada saat itu berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yang masih berusia 15 (lima
belas) tahun  harus diadili sesuai dengan sistem peradilan pidana anak
sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA. Berdasarkan Pasal 1 angka UU SPPA
bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi
tindak pidana. Pasal 1 angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum
yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindak pidana.

Penjatuhan pelatihan kerja menurut penulis adalah sesuai dengan Pasal 71
ayat (3) dan Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang memuat ketentuan bahwa apabila
dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka
pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan kasus yang terjadi dan
memperhatikan usia anak maka anak telah mampu untuk bekerja dan untuk itu
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anak perlu dibekali suatu pengetahuan atau keterampilan atau keahlian tertentu
dengan harapan apabila anak kelak kembali ketengah-tengah masyarakat, maka
keahlian yang anak peroleh dapat menjadi bekal untuk memperoleh pekerjaan
yang halal untuk melangsungkan kehidupannya.

E. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap anak yang bermasalahan akibat melakukan
kekerasan dalam persetubuhan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagi anak yang diancam pidana
penjara, kurungan, dan denda, maka ancamannya menjadi dikurangi Y2 dari
ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa dan bentuk
hukuman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum bahwa anak yang
belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana yang
dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah pidana pokok
dan tambahan. Pidana pokok dapat berupa: Pidana peringatan, pidana dengan
syarat: pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan
kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjaran.

Penerapan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang
melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh adalah sesuai dengan
Pasal 82 ayat (1) UU PA adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)
bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Pidana penjara merupakan upaya
terakhir sedang pelatihan kerja terhadap anak dilaksanakan di lembaga yang
melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan selama 3
(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan terhadap
anak yang melakukan tindak pidana kekerasan memaksa bersetubuh adalah
hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga anak
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena anak mampu
bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
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